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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:
KUSMIYATI, bertempat tinggal di Desa Jekulo RT 03 RW 08,
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Mulyo Setiyo Wibowo, S.H., Advokat pada
Kantor LKP2KP, beralamat di Jalan Mayor Kusmanto Nomor 07
Rendeng Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
September 2017;
Pemohon Kasasi;

Lawan

FADILAH binti SHOLIKAN, bertempat tinggal di Desa Jekulo RT
03 RW 08, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Naskan, S.HI., dan kawan, Para Advokat
pada Kantor Advokat Naskan, S.HI., & Rekan, beralamat di Jalan
SMK PGRI-Golan Tepus, Desa Golantepus RT 01 RW 03
Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan dari Penggugat untuk dikabulkan
seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud
dalam posita 6 (enam) adalah melawan hukum;
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putusan.m@ErBEAAMBRRWEA Hukum, oleh karena itu maka Penetapan Perwalian
oleh Pengadilan Negeri Kudus Nomor 86/Pdt.P/2012/PN.Kds tertanggal
29 Maret 2012 kepada Tergugat (Fadhilah) untuk dibatalkan. Dan

memberikan Penetapan/keputusan baru yaitu mengembalikan Perwalian

Anak Noor Diah Permatasari kepada Penggugat selaku Ibu kandung
yang sah;

4. Menetapkan dan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara
ini kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri
Kudus dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kds. tanggal 16 Februari
2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
hari ini ditetapkan sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh
enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Semarang dengan Putusan Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG. tanggal 3
Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2017 kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017) diajukan
permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana ternyata
dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 214/Pdt/2017/PT SMG.
juncto Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kds. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
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putusap{HasR iR IPEHOBcHC K Esasi meminta agar:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi

untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
dalam keputusannya dibawah Nomor 214/Pdt./2017/PT.SMG. tertanggal
3 Agustus 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor
51/Pdt.G/2017/PN.Kds. tertanggal 16 Febuari 2017;

3. Menghukum kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2017 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh
karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi
dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan
Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan
sebagai berikut:

Bahwa oleh karena bukti Penggugat yang diberi tanda P-6 dan P-8
adalah fotocopi dari fotocopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di
persidangan dan saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang
maka bukti Penggugat tersebut harus dikesampingkan sehingga Penetapan
Pengadilan Negeri Kudus Nomor 86/Pdt.P/2012/PN Kds. adalah sah;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam Kkelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang
atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
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2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan Judex Facti/lPengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KUSMIYATI
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon
Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KUSMIYATI
tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. lbrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-
Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para
Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Repudikatinslenesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:
TTMeterain........ Rp 6.000,00
2Redaksi.... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp489.000,00
Jumlah .................. Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001
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